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ABSTRAK 

 

Muhammad Daffa (2026) :  Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 

692/Pdt.G/2024/Pa.Bkt Tentang Nafkah Anak 

Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi) 

  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Hakim Nomor 

692/Pdt.G/2024/PA.Bkt dalam perkara cerai gugat yang menetapkan kewajiban 

Ayah untuk memberikan nafkah kepada anak kandung pasca perceraian. Dalam 

praktiknya, pelaksanaan putusan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan keagamaan, khususnya dalam 

perspektif Hukum Islam mengenai tanggung jawab Ayah terhadap nafkah anak 

setelah perceraian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Lokasi penelitian ini di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi. Informan dalam 

penelitian ini adalah empat orang yang terlibat atau memiliki keterkaitan langsung 

dengan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang menjadi objek kajian 

dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kewajiban nafkah anak pasca perceraian belum dilaksanakan sesuai dengan 

substansi kewajiban yang seharusnya diberikan secara berkelanjutan sebagaimana 

ditetapkan dalam putusan hakim, karena nafkah tidak diberikan secara rutin sesuai 

dengan jumlah yang ditetapkan, melainkan hanya pada momen tertentu seperti 

Hari Raya atau dalam kondisi tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak 

terlaksananya putusan tersebut meliputi kondisi ekonomi Ayah yang tidak stabil, 

persepsi Ayah mengenai kemampuan ekonomi Ibu, lemahnya pengawasan dan 

tindak lanjut dari pihak pengadilan, serta rendahnya komitmen dan prioritas 

tanggung jawab Ayah terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Dalam perspektif 

Hukum Islam, kewajiban nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab Ayah 

meskipun telah terjadi perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur‟an, 

hadis, dan kaidah fiqh. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban nafkah tidak 

hanya bertentangan dengan putusan pengadilan, tetapi juga bertentangan dengan 

prinsip tanggung jawab orang tua dalam ajaran Islam. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan, Perceraian, Nafkah Anak, Hukum Islam. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat, taufik, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt 

Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 

Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang telah 

menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak 

terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun berkat pertolongan Allah 

SWT serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril 

maupun materil, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya 

yaitu:  

1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada pelita 

hidup yang tak pernah padam, bunda tercinta penulis yaitu bunda Leny Silvia 

atas segala kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti sejak awal 

hingga terselesaikannya skripsi ini. Setiap nasihat, perhatian, dan 

pengorbanan yang diberikan menjadi sumber semangat yang tak ternilai bagi 
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penulis dalam menghadapi setiap tantangan selama proses studi. Tanpa doa 

tulus dan restu bunda, penulis tidak akan mampu mencapai tahap ini. Terima 

kasih atas segala cinta dan keikhlasan yang senantiasa mengiringi setiap 

langkah penulis. Semoga keberhasilan kecil ini dapat menjadi kebanggaan 

serta wujud rasa syukur dan bakti penulis kepada bunda tercinta. Serta kepada 

kakak kandung pertama penulis yaitu Dirga indah muharani, yang telah 

menjadi teladan serta pelindung yang tangguh. Terima kasih atas nasihat, 

bimbingan, dan kasih sayang yang senantiasa menuntun penulis untuk tetap 

tegak berdiri menghadapi segala tantangan. Serta kepada abang kandung 

penulis yaitu Muhammad Alqadri, sosok kakak lelaki yang selalu 

memberikan dukungan moral dan semangat dalam diam namun pasti. Terima 

kasih telah menjadi sandaran dan inspirasi bagi penulis untuk terus 

melangkah maju. Dan yg terakhir kepada kakak kandung kedua penulis yaitu 

Uswatuh Hasanah, yang selalu hadir dengan keceriaan dan pengertiannya. 

Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan pemberi semangat yang 

menghangatkan hati di kala penulis merasa lelah. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M,S, AK, CA, selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. 
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diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perceraian merupakan hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi 

sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki 

keturunan. Anak  merupakan  anugerah  terindah  yang  diberikan  tuhan 

khususnya  bagi sepasang  suami  dan istri. Anak di titipkan Allah untuk 

memperkukuh hubungan orang tua sehingga menciptakan keharmonisan dan 

keutuhan hubungan rumah tangga. Ketika sudah memiliki anak, perceraian 

bukan saja berdampak bagi suami dan istri, akan tetapi juga melibatkan anak. 

Terkadang hal tersebut tidak di fikirkan saat memutuskan untuk bercerai, 

banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin.
1
 

Banyak orang tua yang tidak mengetahui dampak perceraian pada diri 

mereka atau bagi anak nya, sehingga hal inilah yang kerap kali menjadi faktor 

awal bagi anak melakukan penyimpangan sosial karena lantaran kedua orang 

tua tidak bisa menerapkan pola pengasuhan yang baik.
2
 Secara tidak langsung 

anak  akan  merasa  dirinya  kurang  dapat  perhatian  lebih  dan  juga  kasih  

sayang  dari kedua  orang  tuanya. Hal  ini  dapat  menimbulkan  akhlak kurang  

baik  pada  anak seperti  terlalu  bebas  dalam  pergaulan  tanpa  memilah-

milah  mana  pergaulan  yang baik dan mana yang buruk , terjerumus pada 

                                                 
1
 Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma, “Dampak 

Psikologi Pada Anak,” JBS (Jurnal Berbasis Sosial) 3, no. 1 (2022), h. 32. 
2
 Mirawati, “Dampak Perceraian Terhadap Pola Asuh Dan Perilaku Anak Dikecamatan 

Pontianak Utara,” Sociologique: Jurnal Sosiologi S-1 5, no. 1 (2019), h. 4. 
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penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan perubahan sikap dalam dirinya yang 

cenderung posesif dan juga pemarah.
3
 

Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang mau tidak mau harus 

dipenuhi. Kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah perlindungan, 

kasih sayang, perhatian, dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman 

positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang 

sehat itu semua harus di penuhi oleh orang tua Kebutuhan ini sangat penting 

bagi anak, terutama ketika orang tuanya sudah bercerai.
4
 Sebagaimana telah 

ditegaskan  dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 ayat (a) yang 

menyatakan:  

“Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 

memberi keputusan.”
5
 

Ketentuan ini menjelaskan bahwa setelah perceraian, kedua orang tua tetap 

berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. 

Salah satu masalah yang kerap muncul pasca perceraian adalah 

terputusnya hubungan emosinal dan komunikasi antara Ayah dan anak 

kandung. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan luka psikologis bagi anak, 

tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan moral yang serius. Menurut Dr. 

Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan anak dalam Islam mencakup dimensi 

                                                 
3
 Zaki Abdullah Faiq, Dio Pratama Putra, and Imammul Imammul, “Dampak Psikoligis 

Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Prespektif Nilai-Nilai 

Islam,” Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan 20, no. 1 (2023), h. 3. 
4
 Deborah Kristianti, Nunung Nurwati, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap 

Pembentukan Identitas Anak Saat Remaja : Tinjauan Teori Psikososial Erikson,” Jurnal 

Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) 2, no. 2 (2021), h. 221. 
5
 Pasal 41 ayat (a), Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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spiritual, intelektual, fisik, moral, sosial, dan psikologis. Peran Ayah tidak 

hanya sebagai pemberi nafkah, tetapi juga sebagai pendidik utama yang terlibat 

dalam pembentukan karakter dan emosional anak.  

Ketidakhadiran total Ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik 

maupun emosional, dapat dikategorikan sebagai bentuk pemutusan hubungan 

emosional antara orang tua dan anak, yang berdampak negatif secara syar‟i dan 

psikologis terhadap tumbuh kembang anak.
6
 Dalam Hukum Islam dan 

perundang-undangan di Indonesia, Ayah memiliki kewajiban yang sangat 

penting terhadap anaknya, terutama setelah perceraian. Kewajiban tersebut 

meliputi pemberian nafkah, pendidikan, serta pemeliharaan anak agar tumbuh 

dan berkembang secara optimal.
7
 

 Meskipun orang tua telah bercerai, kewajiban Ayah untuk memenuhi 

hak-hak anak tetap harus dijalankan. Salah satu hak anak yang paling 

fundamental adalah hak atas nafkah. Nafkah memiliki peranan yang sangat 

penting dibandingkan hak-hak lainnya, karena tanpa adanya pemenuhan 

nafkah, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dapat terancam. 

Sebagai contoh, meskipun seorang anak tidak dapat bertemu secara langsung 

dengan Ayahnya, anak tersebut masih dapat melanjutkan kehidupannya. 

Namun, apabila Ayah tidak memberikan nafkah, anak tersebut mungkin akan 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini 

                                                 
6
 Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam: Pendidikan Anak dalam Islam 

(Jakarta: Khatulistiwa Press, 2020), h. 38-39. 
7
 Nurul Hidayah, Hubungan Anak dan Orang tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari 

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

(Studi Kasus Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat). Skripsi, 2021, 

Medan: Fakultas Syari‟ah dan Hukum. Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sumatera Utara. 
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dikarenakan nafkah umumnya berbentuk materi, seperti uang, yang sangat 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makan, pendidikan, dan kebutuhan 

pokok lainnya.
8
 Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT 

Q.S.Al-Baqarah [2] ayat 233: 

                                

                            

                               

                        

                          

        

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. 

Kewajiban Ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan 

cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan 

kemampuannya. Janganlah seorang Ibu dibuat menderita karena 

anaknya dan jangan pula Ayahnya dibuat menderita karena anaknya. 

Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara 

keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin 

menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika 

kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.”
9
 

 

                                                 
8
 Heti Kurnaini, “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap 

Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong”, Petita: Kajian ILmu Hukum Dan 

Syariah 2, no. 1 (2017), h. 60. 
9
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Q.S. Al-Baqarah: 233. 
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Ayat di atas menjelaskan bawasanya kewajiban dalam memberikan 

nafkah pada rumah tangga ialah kewajiaban dari seorang Ayah. Selain itu juga 

sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) yang 

menyatakan: 

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab 

Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak 

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”
10

 

Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa setelah perceraian, semua 

biaya nafkah dan pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab Ayah sesuai 

kemampuan finansialnya, minimal hingga anak berusia 21 tahun. Adapun 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 ayat (b,c) mengatur 

bahwa:  

“(b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam 

kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan 

dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut; (c) Pengadilan 

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

isteri.”
11

 

Pasal tersebut menegaskan bahwa Ayah memiliki tanggung jawab 

utama untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika Ayah tidak 

mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan pihak 

lain untuk turut membantu menanggung biaya demi kepentingan terbaik anak. 

Dalam hal ini penting juga untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 

                                                 
10

 Pasal 156 huruf (d), Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
11

 Pasal 41 ayat (b,c), Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) yang 

menyatakan: 

“(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, 

kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan 

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan 

merupakan pertimbangan terakhir; (2) Dalam hal terjadi pemisahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: 

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 

kedua Orang Tuanya; 

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang 

Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan 

d. memperoleh Hak Anak lainnya.”
12

 

Pasal ini menegaskan bahwa walaupun terjadi pemisahan atau perceraian, 

hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, perhatian, dan dukungan dari kedua 

orang tua tetap harus terpenuhi demi kepentingan terbaik anak. Orang tua 

memiliki kewajiban bersama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan tumbuh 

kembang anak secara menyeluruh. 

Baik Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-Undang 

Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan 

bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab seorang Ayah terhadap 

kebutuhan anak dan tanggung jawab Ayah terhadap anak tidak berhenti saat 

perceraian, melainkan justru semakin menekankan kewajiban tersebut demi 

kesejahteraan anak. Kewajiban ini tetap harus dipenuhi demi menjamin masa 

depan dan kepentingan terbaik anak. 

                                                 
12

 Pasal 14 ayat (1) & (2), Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 
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 Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan kewajiban nafkah anak 

pasca perceraian tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masih 

ditemukan Ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak 

kandungnya setelah perceraian, meskipun telah ada putusan hakim Pengadilan 

Agama yang mewajibkan hal tersebut. Putusan pengadilan yang seharusnya 

menjadi dasar hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum, dalam 

praktiknya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Ayah sebagai pihak yang 

dibebani kewajiban. Akibatnya, hak anak untuk memperoleh nafkah secara 

layak sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim menjadi tidak terpenuhi. 

 Fenomena tersebut terjadi di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi. 

Dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, telah terdapat Putusan Hakim 

Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang mewajibkan Ayah untuk memberikan 

nafkah kepada anak kandung pasca perceraian. Selain kewajiban nafkah 

sebagaimana tercantum dalam amar putusan, pada saat persidangan hakim juga 

menegaskan kewajiban Ayah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan 

kesehatan anak, meskipun kewajiban tersebut tidak dicantumkan dalam amar 

putusan, karena menurut hakim hal tersebut merupakan hak anak yang secara 

hukum wajib dipenuhi oleh Ayah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya 

Ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana ditetapkan dalam 

amar putusan hakim.
13

 

                                                 
13

 Sri Friola, Ibu kandung dari anak, Wawancara, Kelurahan Pakan Kurai Kota 

Bukittinggi, 30 Desember 2025. 
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 Menariknya, Ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah 

sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim tersebut, pada waktu tertentu 

justru memberikan sejumlah uang kepada anaknya, seperti pada saat Hari Raya 

Idul Fitri dengan alasan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR). Pemberian 

tersebut bersifat tidak tetap dan hanya dilakukan pada momen tertentu, 

sehingga berbeda dengan substansi kewajiban nafkah yang seharusnya 

diberikan secara berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim. 

Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan putusan 

pengadilan serta menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan Ayah terhadap putusan tersebut.
14

 

 Kondisi tersebut menunjukkan adanya pemahaman yang kurang tepat 

mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Sebagian Ayah cenderung 

memandang nafkah anak sebagai kewajiban yang dipenuhi hanya pada waktu-

waktu tertentu, bukan sebagai kewajiban hukum yang bersifat tetap dan 

mengikat. Padahal, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, kewajiban 

nafkah anak merupakan tanggung jawab Ayah yang harus dilaksanakan secara 

berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. 

 Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya permasalahan dalam 

pelaksanaan putusan hakim mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian, 

khususnya terkait kepatuhan Ayah terhadap putusan pengadilan serta alasan-

alasan yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya kewajiban nafkah tersebut. 

                                                 
14

 Sri Friola, Ibu, Wawancara, Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi, 30 Desember 

2025. 
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Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam 

sebuah penelitian dengan judul “Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 

692/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pakan Kurai Kota 

Bukittinggi)”. 

 

B. Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk 

menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar kajian ini lebih fokus serta 

terarah, penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini hanya akan 

membahas tentang pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt 

tentang nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota 

Bukittinggi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Putusan Hakim 

Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang nafkah anak pasca perceraian di 

Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi, serta perspektif Hukum Islam 

terhadap Ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak pasca 

perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Hakim Nomor 

692/Pdt.G/2024/PA.Bkt. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian saya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt 

tentang nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota 

Bukittinggi? 
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2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 

692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan 

Pakan Kurai Kota Bukittinggi? 

3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Ayah yang tidak 

melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak pasca perceraian sebagaimana 

ditetapkan dalam Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 

692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang nafkah anak pasca perceraian di 

Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang nafkah anak 

pasca perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi. 

c. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap Ayah yang tidak 

melaksanakan kewajiban nafkah kepada Anak  pasca perceraian. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, 

khususnya mengenai pelaksanaan putusan hakim yang menetapkan 

kewajiban Ayah dalam memberikan nafkah kepada anak kandung pasca 

perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah 

keilmuan Hukum Islam terkait konsep kewajiban nafkah anak, baik 
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dalam perspektif fiqh maupun dalam konteks penerapannya melalui 

putusan Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan 

rujukan akademik dalam memahami kesenjangan antara norma hukum 

yang bersifat normatif dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama, khususnya dalam 

menilai efektivitas pelaksanaan putusan yang menetapkan kewajiban 

nafkah anak pasca perceraian, serta sebagai pertimbangan dalam 

merumuskan langkah-langkah yang lebih responsif terhadap kendala 

pelaksanaan di lapangan. Bagi orang tua pasca perceraian, khususnya 

Ayah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum 

dan tanggung jawab moral dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak 

sebagaimana telah ditetapkan oleh putusan hakim. Selain itu, penelitian 

ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, sebagai sarana edukasi 

hukum mengenai hak anak atas nafkah dan kewajiban Ayah yang tidak 

terputus akibat perceraian. 

c. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh untuk 

gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam 

(Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah 

  Nafkah berasal dari kata “ًفك” " yang berarti mengeluarkan, dan 

tidak digunakan kecuali untuk hal yang baik. Bentuk jamaknya adalah ًفمات 

(nafakat). Secara bahasa, nafkah adalah apa yang dikeluarkan seseorang 

untuk keluarganya. Pada asalnya, nafkah berarti uang dari harta. Secara 

syariat, nafkah adalah kecukupan bagi mereka yang ditanggungnya, berupa 

makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan secara kebiasaan, nafkah 

merujuk pada makanan. Makanan ini mencakup roti, lauk-pauk, dan 

minuman. Pakaian mencakup penutup tubuh dan selimut. Tempat tinggal 

mencakup rumah dan segala isinya serta fasilitasnya, seperti biaya air, 

minyak untuk lampu, alat kebersihan, pelayanan, dan sejenisnya sesuai 

dengan kebiasaan masyarakat.
15

 Nafkah juga berarti belanja, maksudnya 

sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak 

kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi 

mereka.
16

 

  Syari‟at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup 

merupakan hak isteri dan anak-anak hal makanan, pakaian dan tempat 

                                                 
15

 Wahbah al - Zuhaily, Al - Fiqh al - Islami Waalqadhaya al-Mua’sirah, (Damaskus: Dar 

al - Fikr, 2010), Jilid 8, h. 721. 
16

 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu 

Fiqh, Cet. 2 (Jakarta: 1984/1985), h. 184. 
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kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si 

isteri itu seorang wanita yang kaya.
17

  

  Dasar hukum nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap 

isteri (sekalipun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, 

terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dalil-

dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut: Sebagaimana Firman Allah 

SWT pada Q.S. At-Talaq [65] ayat 6: 

                              

                               

                                     

 “Artinya:  Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana 

kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka 

berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-

sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan 

lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
18

 

  

  Pada surat At-talaq ayat 6 tersebut, menurut Muhammad Quraish 

Shihab menafsirkan agar suami menempatkan isterinya pada tempat tinggal 

menurut kemampuan mereka. Jika isteri keadaan hamil maka berilah 

mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui 

                                                 
17

 Abdurrahman, Perkawinan Syari’at Islam, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 121 
18

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Q.S. At-Talaq: 6. 
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anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya.
19

 Dasar hukum yang 

kedua Disambung pada Q.S. At-Talaq [65] ayat 7: 

                             

                     

 “Artinya:  Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi 

nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan 

rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang 

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada 

seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan 

Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan 

setelah kesempitan.”
20

 

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan keringanan dalam kewajiban 

nafkah setelah perceraian. Ayat ini memerintahkan agar suami yang mampu 

secara finansial memberikan nafkah kepada istri yang ditalaknya dan anak-

anaknya sesuai dengan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya. 

Sebaliknya, bagi suami yang rezekinya terbatas, ia tetap wajib memberi 

nafkah, namun hanya sebatas kemampuan yang telah Allah anugerahkan 

kepadanya. Allah menegaskan bahwa Dia tidak membebani seseorang di 

luar batas kemampuannya, dan memberikan harapan bahwa setelah 

kesulitan akan datang kemudahan.
21

 Dasar hukum yang ketiga sebagaimana 

firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah [2] ayat 233: 

                                                 
19

 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 102. 
20

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Q.S. At-Talaq: 7. 
21

 Mahdum Kholit Al-asror, “Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif 

Ulama Tafsir”, Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 01, no. 01 (2023), h. 8. 
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                                

                            

                             

                          

                       

               

 “Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. 

Kewajiban Ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan 

cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan 

kemampuannya. Janganlah seorang Ibu dibuat menderita karena 

anaknya dan jangan pula Ayahnya dibuat menderita karena 

anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan 

musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. 

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), 

tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan 

cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 

 

Dari ayat jelas menyatakan bahwa Ayah merupakan seseorang yang wajib 

memberikan nafkah. ayat ini di jelaskan juga bahwa seorang Ayah wajib 

memberi makan dan pakaian kepada Ibu bayi yang menyusuinya tersebut 

dengan cara ma‟ruf, menurut kebiasaan di tempat mereka dengan terlampau 

kurang atau berlebih-lebihan, sesuai dengan kemampuan Ayah. kitab Fiqhul 

Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Al-Zuhaili memberikan keterangan  

mengenai tafsir dari ayat tersebut bahwa “Seorang Ayah harus menggung 
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nafkah anaknya karena sebab kelahiran”.
22

 Dalam sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW menjelaskan urutan 

tanggung jawab seseorang dalam memberikan nafkah, di mana tanggung 

jawab terhadap anak berada pada posisi kedua setelah tanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

صلى الله عليه  - قاَلَ: } جَاءَ رَجُلٌ إِلََ الَنَّبِِّ  - رضى الله عنه  - وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 
 قاَلَ: عِنْدِي  فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ الَلَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ قاَلَ: "أنَْفِقْهُ عَلَى نَ فْسِكَ".- وسلم 

قاَلَ:   قاَلَ: عِنْدِي آخَرُ قاَلَ: "أنَْفِقْهُ عَلَى أهَْلِكَ".  آخَرُ قاَلَ: "أنَْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ".
 "قاَلَ عِنْدِي آخَرُ, قاَلَ: "أنَْتَ أعَْلَمَ   عِنْدِي آخَرُ, قاَلَ: "أنَْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ".

 “Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA Seorang pria datang 

kepada Nabi SAW dan berkata, "Saya memiliki satu Dinar." Beliau 

berkata, "Belanjakan untuk dirimu sendiri." Ia berkata, "Saya 

punya yang lain." Beliau menjawab, "Belanjakan untuk anak-

anakmu." Ia berkata, "Saya punya yang lain." Beliau menjawab, 

"Belanjakan untuk istrimu." Ia berkata, "Saya punya yang lain." 

Beliau menjawab, "Belanjakan untuk pelayanmu." Ia berkata, 

"Saya punya yang lain." Beliau menjawab, "Kamu lebih tahu (apa 

yang harus dilakukan dengannya).”
23

 

Ibarah nash ishalah dari hadis di atas menunjukkan seseorang 

berkewajiban memberi nafkah pertama adalah untuk dirinya sendiri dan 

setelah itu atau kedua baru untuk anaknya. Secara tab‟an ibarah nash 

menunjukkan bahwa orang pertama yang berkewajiban memberikan nafkah 

untuk anaknya setelah untuk dirinya sendiri adalah bapak bukan orang lain 

juga bukan Ibu anak.
24

 

                                                 
22

 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islami Wa Adilatuhu penerjemah Abdul Hayyie, (Jakarta: 

Gema Insani, 2011), Juz. 10 , h. 132. 
23

 Al-Hafizh Ahmad bin „Ali bin Hajar al-„Asqalani, Bulugh al-Maram min Adillat al-

Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.th.), h. 432. 
24

 Nasrun Jamy Daulay, “Nafkah Anak dalam Al-Qur‟an dan Penafsiran Ulama Mazhab”, 

Jurnal Al-Muqaranah, (2021), h. 7. 
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  Kemudian sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh abu 

daud sebagai berikut:  

ثٌَاَ أبَىُ إسِْحَاقَ، عَيْ وَهْبِ بْيِ جَابرٍِ الْخَيْىَاًيِ   ذُ بْيُ كَثيِرٍ، أخَْبرًََاَ سُفْياَىُ، حَذَّ ثٌَاَ هُحَوَّ ، حَذَّ

ِ صلى اللَّ عليه وسلن  ِ بْيِ عَوْرٍو، لاَلَ لاَلَ رَسُىلُ اللََّّ  أىَْ  إثِْوًا باِلْوَرْءِ  كَفىَ  " عَيْ عَبْذِ اللََّّ

  يْ يمَىُتُ".هَ  يضَُي عَ 
“Artinya: Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: Cukuplah dosa bagi seseorang jika ia mengabaikan orang yang 

menjadi tanggungannya”.
25

 

2. Hak dan Kewajiban Dalam Memberikan Nafkah Anak 

   Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan 

kepada tiga sebab yaitu sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan, sebab 

kepemilikan dan sebab perkawinan.
26

 Dalam Agama Islam, hubungan nasab 

atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan 

adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena 

hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti 

halnya dalamkewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun 

kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Jadi suatu keluarga yang 

hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah mewajibkan seseorang 

memberikan nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik yang 

                                                 
25

 Al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‟ats al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Juz 2, 

(Beirut: Dar al-Risalah al-„Alamiyyah, 1430 H), h. 132. 
26

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 

150. 
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dikutip oleh Zakaria Ahmad Al-Barry: “Nafkah diberikan oleh Ayah kepada 

anak, kemudian anak kepada Ayah dan Ibu”.
27

 

  Undang-Undang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk 

mendidik dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan 

terbaik bagi anak. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik 

anak berlaku sampai anak itu sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri. 

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak hilang 

meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus karna perceraian.
28

 

  Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan anak untuk tetap dapat dididik dan dipelihara oleh orang tuanya 

meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Orang tua yang lalai atau 

sengaja tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memelihara dan 

mendidik anak dapat digugat di Pengadilan oleh pihak yang merasa 

dirugikan. 

  Apabila terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak, maka hal 

tersebut dapat diputuskan oleh Pengadilan dengan berbagai pertimbangan. 

Pertimbangan-pertim bangan hakim akan didasarkan pada keterangan 

keterangan dan bukti dalam persidangan, dengan mengutamakan 

kepentingan anak supaya kesejahteraannya tidak terganggu akibat 

perceraian kedua orang tuanya. Berdasarkan yurisprudensi, maka hak asuh 

bagi seorang anak biasanya akan jatuh kepada pihak Ibu, kecuali ada suatu 

                                                 
27

 Zakaria Ahmad Al-Barry, Ahkamul Auladi Fil Islam, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1977), h. 74. 
28

 Iza Priandhini, “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang 

Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal Kertha Semaya, 12 (2021), h. 7. 
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alasan bahwa bapak yang lebih pantas untuk mengasuh anak. Faktor-faktor 

yang membuat bapak mendapat hak asuh apabila Ibu tersebut berselingkuh, 

berzina, atau berperilaku tidak baik sehingga tidak bisa memberikan contoh 

baik bagi anak-anak. Kewajiban orang tua terhadap anak tidak serta merta 

hilang meskipun kedua orang tua tersebut telah berpisah dan hak asuh anak 

jatuh kepada salah satu orang tua tersebut.
29

 

3. Nafkah Anak Pasca Perceraian 

   Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan 

persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua 

kebutuhan anak, Salah satu kewajiban seorang Ayah kepada anaknya adalah 

bekal. Seorang Ayah wajib menjamin nafkah bagi anaknya. Kesehatan, 

pendidikan, dan kebutuhan lainnya adalah hak anak yang harus dipenuhi 

oleh orang tua tanpa memandang perceraian. Artinya, perceraian tidak boleh 

mengakibatkan hilangnya kewajiban seorang Ayah untuk menafkahi anak-

anaknya hingga dewasa atau mandiri.  

  Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga 

disebutkan bahwa seorang Ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan 

harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Apabila 

seorang Ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan 

kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah 

                                                 
29

 Indira Inggi A, Mulyadi, and Yunanto, “Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai 

Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian”, Diponegoro Law Review, 2 (2016), h. 1–17. 
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perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan 

perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak 

asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat 

berdiri sendiri. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak 

terhenti pada suatu akibat perceraian.
30

 

  Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan 

perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian), mereka 

tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan Pendidikan 

kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut. Tanggung jawab 

orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d 

Kompilasi Hukum Islam bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, 

maka bekas suami wajib memberikan biaya kepada anaknya untuk anak-

anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
31

 

  Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-

anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka 

kekuasaannya terhapus. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak 

menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun 

atau ketika pekawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung 

jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu kibat perceraian, 

orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya 

seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal 

                                                 
30

 Pasal 106, Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
31

 Pasal 149 huruf (d), Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak 

dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah 

diatur dalam pasal pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa 

akibat suatu perceraian kedua orang tua tetep berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
32

 

  Juga di jelaskan  Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 

(4): Bapak bertanggung jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan anak jika anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun dan 

belum menikah. Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban utama menafkahi 

anak berada pada Ayah hingga anak dewasa atau menikah.
33

 Artinya, 

meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab finansial untuk anak tetap 

berada pada Ayah. Dikuatkan lagi dalam pasal Pasal 105 huruf (c) 

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak 

ditanggung oleh Ayahnya.
34

 Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya 

pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah 

perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. 

  Dari Pasal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwasannya 

kewajiban orang tua terutama kepada Ayah terhadap anak adalah 

memelihara dan mendidik sebaik-baiknya yang berarti juga menafkahi dan 

memenuhi kebutuhan anak baik dalam materi mapun non materi dan 

kewajiban tersebut berlaku sampai anak tumbuh dewasa atau sudah mampu 

                                                 
32

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 

225. 
33

 Pasal 80 ayat (4), Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
34

 Pasal 105 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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dalam mencari untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun 

kedua orang tua telah bercerai.
35

 

4. Batas Umur Seorang Anak Wajib di Nafkahi 

  Ayat al-Qur`an secara ibarah nash tidak ada menetapkan batasan 

tertentu berapa usia anak tidak lagi menjadi tanggung jawab Ibu dan bapak 

memberi nafkahnya. Namun kalau dilihat dari isyarah nash ada tuntutan 

kepada Ibu dan bapak di balik tuntutan kepada anak berbuat baik kepada Ibu 

dan bapak. Sebagaimana dalam firman Allah  SWT dalam Q.S. Al-Isra[17] 

ayat 23: 

                            

                              

       

 “Artinya: Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada Ibu 

bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya 

sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah 

engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan 

janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada 

keduanya perkataan yang baik”.
36

 

  Menurut Ibarah nash dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa 

dituntut kepada anak untuk berbuat baik kepada Ibu dan bapak sepanjang 

umur keduanya. Kalau dilihat dari isyarah nash, tentu lazim dari adanya 

kewajiban ada pula hak. Jadi kalau anak wajib berbuat baik kepada Ibu dan 
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bapak sepanjang usia keduanya, maka anakpun tentu mempunyai hak 

memperoleh kebaikan (maslahat) dari Ibu dan bapak. Ibarah nash 

mengatakan batas kewajiban anak berbuat baik kepada Ibu dan bapak 

sampai usia keduanya lanjut/akhir. Artinya sejak mereka tidak kuat lagi 

nencari nafkah atau mengurus dirinya maka sejak itu sampai usia lanjut, 

mereka terus memerlukan kebajikan dari anak. Sebaliknya sejak anak lahir 

sampai ia kuat bekerja ia memerlukan kebajikan dari bapak dan Ibu. Inilah 

lazim dari masa kewajiban anak berbuat kebajikan kepada Ibu bapak, 

bahkan bila anak sepanjang usia sejak lahir sampai ia meninggal tidak 

pernah mempunyai kemampuan mencari nafkah maka sepanjang waktu itu 

bapak dan Ibu berkewajiban menafkahinya.
37

 

  Di dalam hadis Rasulluah SAW dinyatakan bahwa yang terbaik 

yang dimakan seseorang adalah hasil usahanya. Anak merupakan hasil 

usaha Ibu dan bapak. Lengkapnya berikut ini di riwayatkan Al-Syafi‟i, Ibnu 

Majah dan Baihaqi dari hadis Jabir, “Artinya: Hadis Aisyah marfu‟ 

(Sesungguhnya sesuatu yang dimakan seseorang yang paling baik adalah 

dari hasil usahanya dan sesungguhnya anaknya bagian dari hasil usahanya) 

Dalam satu riwayat Hakim dan Baihaqi (sesungguhnya anak-anak kamu 

adalah hibah dari Allah. Dan harta-harta mereka milik kamu apabila kamu 

memerlukanya) dan dalam hadits „Amar bin Syu‟aib dari Ayahnya dari 

kakeknya: Seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya berkata saya 

                                                 
37
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mempunyai harta dan seorang anak. Ayahku memerlukan hartaku. Nabi 

bersabda: Anda dan harta Anda milik Ayah Anda”. Ibarah nash hadis di atas 

menjelaskan bahwa anak adalah hasil usaha bapak, bahkan harta anakpun 

merupakan bagian dari harta bapak. Menurut isyarah nash seseorang yang 

waras, kalau ia memiliki harta lazim bagi dia memelihara harta itu agar 

tidak rusak. Kalau anak dipandang bagian dari harta bapak, maka bapak 

berkewajiban menjaga dan merawat anak sehingga anak itu sejahtera dan 

memberi manfaat yang baik untuk bapak. 

  Di dalam hadis juga tidak dibatasi sampai kapan bapak dinyatakan 

memiliki anak dan harta anak, kecuali hanya dikatakan apabila kamu 

memerlukannya. Ungkapan ini jelas tidak terbatas. Logikanya bila hak 

seseorang tidak terbatas maka sepatutnya kewajiban dan tanggung jawabnya 

juga tidak terbatas. 

  Al-Khashshaf dari kalangan Hanafiyah mengatakan batas waktu 

anak menerima nafkah dari Ibu dan bapak hanya sebatas usia baligh. Di 

dalam kitab Badai‟u al-Shanai‟ dikatakan sebagai berikut: “Artinya: di 

hadapkan kepada apa yang dikemukakan al-Khashshaf: Bahwa Bapak hanya 

di khususkan dengan kewajiban nafkah untuk anaknya yang masih kecil, 

karena kekhususannya dengan kewalian. Sungguhnya kewaliannya hilang 

dengan balighnya anak, justru itu pula hilang kekhususannya. Maka yang 

wajib atas Ibu dan bapak sebatas warisan keduanya”.
38
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  Menurut madzhab Malik sebagaima dikemukakan dalam 

Khasyiyah Dusyuki bahwa batas pemberian nafkah itu adalah balighnya si 

anak. Dalam Khasyiyah ini dikemukakan sebagai berikut: “Artinya: Seperti 

itu di dalam kitab Al-Taudhih mengikut apa yang dikarang Ibnu „Abdi Al-

Salam bila ia mengatakan: yang populer akhir batas nafkah adalah baligh 

untuk laki-laki dengan syarat selamat yang disebut maksudnya selamat dari 

gila dan sakit menahun”. 

  Hal yang sama dikemukakan dalam kitab Majmu‟ Syarh al-

Muhadzdzab sebagai berikut:  “Artinya: Seperti itu wajib nafkah bapak atas 

anak sebagai mana al-Syafi‟i mengatakan (sampai ia bermimpi atau haid 

kemudian tidak ada nafkah untuk mereka kecuali mereka sakit menahun), 

maka mereka diberi nafkah karena mereka tidak mampu membiayai diri 

mereka. Seperti itu cucunya sampai ke bawah selama mereka tidak 

mempunyai bapak di bawahnya yang sanggup memberi nafkah kepada 

mereka. Berdasarkan ini wajib atas bapak member nafkah untuk anaknya, 

karena usia kecil mereka dan gugur dengan sebab baligh, gugur nafkah 

selama anak tidak sakit menahun atau gila. Baik anak laki-laki atau 

perempuan. Kalau gadis sudah haidh dan baligh untuk anak laki-laki gugur 

nafkah. Karena sanggup berusaha menghalangi wajib nafkah seperti anak 

laki-laki. Dan apabila mereka mempunyai harta. Sungguhnya al-Syafi‟i 

mengatakan: nafkah mereka ada dalam harta mereka”.
39
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  Pendapat madzhab-madzhab di atas pada hakikatnya juga 

menyatakan tidak ada batas waktu kewajiban bapak dan Ibu memberikan 

nafkah kepada anak, sepanjang anak tersebut masih memerlukan bantuan 

Ibu bapaknya, umpamanya karena mereka belum mempunyai kesempatan 

mencari harta atau tidak mempunyai kemampuan mencari harta karena terus 

menerus sakit.
40

 

5. Gugurnya kewajiban Nafkah Terhadap Suami 

Dalam keadaan bagaimana seorang Ibu wajib menanggung nafkah 

anak, di bawah ini akan dikemukakan  jawabannya sebagai berikut: 

a. Ketika ekonomi suami sudah melemah 

  Bapak tidak selamanya memiliki tingkat ekonomi yang cukup 

untuk membayar nafkah anaknya. Demikian juga tidak selamanya 

kestabilan ekonomi bapak bertahan. Pada saat-saat ekonomi bapak 

menurun atau ia tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai 

dalam memberikan nafkah anak. Pada saat seperti inilah dituntut peran 

Ibu memberikan bantuan untuk mencukupi nafkah anak atau mengambil 

alih kewajiban bapak menafkahi anak. Sebagaimana dalam firman Allah 

SWT potongan ayat dari Q.S Al-Baqarah [2] ayat 233:  

ٌْهوَُا وَتشََاوُرٍ فلَََ جٌُاَحَ عَليَْهِوَافاَىِْ   ارََادَا فصَِالًً عَيْ ترََاضٍ ه   
“Artinya: apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak 

ada dosa atas keduanya”. 
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Ibarah nash menunjukkan bahwa jika bapak dan Ibu akan menyapih anak 

keputusan itu harus diambil setelah musyawarah dan atas persejuan 

keduanya. Lazim dari tidak bolehnya salah seorang dari Ibu dan bapak 

memutuskan untuk menyapih anak tanpa musyawarah dan adanya 

persetujuan dari kedua belah pihak, menunjukkan adanya tanggung 

jawab bersama untuk meujudkan yang terbaik atau maslahat untuk anak, 

terutama terjaminnya nafkah si anak. Dengan demikian menurut isyarah 

nash karena kemaslahatan untuk anak termasuk nafkah adalah tanggung 

jawab bersama, maka bila bapak tidak sanggup memenuhi kewajibannya 

itu maka Ibu harus turut bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak 

dengan menutupi kekurang mampuan ekonomi bapak tersebut.
41

 

 Al-Baidhawi menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: “Artinya: 

jika sepakat bapak dan Ibu anak untuk menyapihnya sebelum dua tahun, 

keduanya berpendapat hal itu merupakan mashlahat baginya. Untuk itu 

keduanya musyawarah dan keduanya sepakat untuk itu maka tidak ada 

dosa atas keduanya dalam hal itu maka diambil dari padanya. Jika salah 

seorang dari keduanya melakukan hal itu tanpa yang lain tidak cukup dan 

tidak boleh bagi salah seorang memulai yang demikian tanpa 

musyawarah dengan yang lain”. 

 

 

 

                                                 
41

 Ibid., h. 9. 



28 

 

b. Bila suami tidak mempunyai harta sama sekali atau ia meninggal dunia 

  Sebagaimana dalam firman Allah SWT potongan ayat dari Q.S 

Al-Baqarah [2] ayat 233: 

 وَعَلىَ الْىَارِثِ هِثْلُ رٰلكَِ 

  “Artinya: dan warispun berkewajiban demikian”. 

 Ibarah nash dari ayat itu menunjukkan bahwa waris adalah orang yang 

berkewajiban memberi nafkah kepada Ibu yang menyusui. Illat mengapa 

waris wajib menafkahi Ibu yang menyusui terdapat pada pemberian 

nafkah untuk anak oleh waris. Yaitu tanggung jawab, sebab anak juga 

tanggung jawab bapak. Jadi berdasarkan dalil nash ayat ini hukum 

memberikan nafkah oleh waris untuk Ibu yang menyusui sama dengan 

hukum waris memberikan nafkah untuk anak. Kalau bapak meninggal 

dunia maka Ibu termasuk waris bapak. Dengan demikian Ibu sebagai 

waris menjadi orang yang berkewajiban membiayai anak.
42

 

  Pendapat ini bila ditinjau dari adat yang berlaku di Indonesia, 

sangat sesuai. Dalam adat setempat maksudnya Indonesia anak itu anak 

bersama dan harta Ibu dan bapak yang peroleh dalam perkawinan itu juga 

harta bersama. Nafkah untuk anak bersama itu diambil dari harta bersama 

tersebut.  

  Dalam madzhab Hanafi dikatakan penanggung nafkah tetap 

bapak. Kalau seorang bapak miskin sedang Ibu memiliki kemudahan 

maka ketika itu Ibu disuruh untuk menanggung nafkah anak. Bila bapak 

pada masa berikutnya mempunyai kelapangan maka biaya yang 
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dikeluarkan Ibu itu diganti oleh bapak. Tepatnya di dalam kitab Badai‟u 

al-Shanai‟ dikatakan sebagai berikut: “Artinya: Kalau bapak dalam 

kesulitan bukan karena tidak sanggup berusaha dan Ibu dalam keadaan 

lapang maka nafkah menjadi tanggung jawab bapak. Akan tetapi Ibu 

disuruh memberi nafkah. Kemudian dikembalikan kepada Ibu sebagai 

kewajiban bapak apabila ia mempunyai kelapangan. Karena harta Ibu itu 

menjadi hutang dalam tanggungannya apabila Ibu itu mengeluarkan 

nafkah itu atas perintah hakim”. 

  Dalam madzhab Syafi‟i dinyatakan kalau bapak tidak mampu 

memberi nafkah untuk anak maka Ibu berkewajiban memberi nafkah 

kepada anak. Mereka mengatakan “artinya: manakala hukum 

mewajibkan kepada Ibu menutupi kekurangan bapak dalam menyusui 

anak, Maka wajib atas Ibu menutupi kekurangan bapak dari segi 

nafkah”.
43

 

  Pendapat pada madzhab Hanafi berbeda dengan pendapat 

madzhab Syafi‟i. Memang sama-sama ada tuntutan kepada Ibu untuk 

menutupi kelemahan bapak dari segi ekonomi dalam memberi nafkah 

kepada anak. Tuntutan dalam madzhab Hanafi tidak menggugurkan 

kewajiban bapak, sedang tuntutan dalam madzhab Syafi‟i lebih kepada 

karena tangung jawab Bersama. 
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B. Penelitian Terdahulu 

   Kajian-kajian terdahulu memegang peranan penting sebagai landasan 

referensial dalam upaya menghindari terjadinya duplikasi penelitian.  

   Pertama, Penelitian oleh Ayasha Putri Azzahra (2024) berjudul 

Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan 

Perceraian (Studi Penelitian di Mahkamah Syari’ah Lhokseumawe). Penelitian 

ini mengkaji tanggung jawab Ayah kandung terhadap pemenuhan nafkah anak 

pasca perceraian, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya hukum yang 

dapat ditempuh apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kesamaan 

penelitian ini adalah terletak pada kewajiban Ayah dalam memberikan nafkah 

kepada anak kandung pasca perceraian. Kedua penelitian sama-sama 

menyoroti pentingnya pemenuhan hak anak serta tanggung jawab Ayah setelah 

terjadinya perceraian. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus 

kajian dan pendekatan analisis, penelitian saudari Ayasha Putri Azzahra lebih 

menitikberatkan pada kajian normatif mengenai tanggung jawab Ayah serta 

upaya hukum yang dapat ditempuh apabila kewajiban nafkah tidak dipenuhi. 

Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji pelaksanaan Putusan 

Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt di lapangan, dengan menelaah tingkat 

kepatuhan Ayah dalam melaksanakan amar putusan hakim mengenai 

kewajiban nafkah anak, serta dianalisis dari perspektif Hukum Islam dengan 

pendekatan empiris. 
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   Kedua, Penelitian oleh Kasyful Muna (2021) berjudul Analisis 

Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan Yang Bercerai Di 

Mahkamah Syari’ah Banda Aceh (Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna). 

Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan 

kewajiban nafkah anak pasca perceraian, termasuk dasar hukum dan faktor-

faktor yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah. 

Kesamaan penelitian ini terletak pada penetapan kewajiban nafkah anak oleh 

hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah pasca perceraian. Kedua 

penelitian sama-sama menempatkan kewajiban nafkah anak sebagai bagian 

dari perlindungan hukum terhadap hak anak. Adapun perbedaan penelitian ini 

terletak pada fokus kajian dan tahapan analisis, penelitian saudari Kasyful 

Muna menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim pada saat 

menjatuhkan putusan terkait nafkah anak. Sementara itu, penelitian penulis 

mengkaji pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt di 

lapangan, dengan menelusuri bagaimana kewajiban nafkah anak yang telah 

ditetapkan tersebut dilaksanakan oleh Ayah pasca perceraian serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaannya, ditinjau dari perspektif Hukum Islam. 

   Ketiga, Penelitian oleh Marsanda Putri (2024) berjudul Tinjauan 

Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian. 

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak anak setelah perceraian orang tua 

dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, khususnya terkait 

hubungan sosial, komunikasi, dan interaksi emosional antara orang tua dan 

anak. Kesamaan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap pemenuhan hak 
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anak pasca perceraian. Kedua penelitian sama-sama menempatkan kepentingan 

dan kesejahteraan anak sebagai aspek penting yang harus diperhatikan setelah 

terjadinya perceraian orang tua. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada 

fokus kajian dan sudut pandang analisis, penelitian saudari Marsanda Putri 

menitikberatkan pada aspek sosiologis dan relasi sosial dalam pemenuhan hak 

anak pasca perceraian. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus 

menempatkan kewajiban nafkah anak sebagai kewajiban hukum Ayah yang 

ditetapkan melalui putusan hakim Pengadilan Agama, serta mengkaji 

pelaksanaan putusan tersebut di lapangan dan menilainya berdasarkan 

perspektif Hukum Islam. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

   Penelitian yang akan peneliti lakukan ialah jenis penelitian lapangan 

(field research), dengan pendekatan empiris. Penyusun mencari data secara 

langsung pada tempat kejadian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi. 

Kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data 

primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan 

secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian 

dianalisa. 

 

B. Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pakan Kurai, Kota Bukittinggi, 

Sumatera Barat. Karena ditemukan nya kasus seorang Ayah yang sudah diadili 

putusan oleh hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi untuk memberikan 

nafkah kepada anak kandung pasca perceraian namun Ayah tersebut tidak 

melaksanakannya.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

    Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar 

penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kodisi 
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latar belakang.
44

 Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

Ayah kandung anak, Ibu kandung anak, kakek anak dari Ibu, dan teman Ibu. 

2. Objek Penelitian 

    Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. 

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan 

Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang Nafkah Anak Pasca 

Perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi Perspektif Hukum 

Islam. 

 

D. Informan Penelitian 

    Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan empat orang informan. 

Informan utama terdiri dari Ayah kandung sebagaimana tercantum dalam 

Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt serta Ibu kandung yang 

bertindak sebagai perwakilan dari anak kandung yang masih di bawah umur. 

Selanjutnya, informan kunci dalam penelitian ini adalah kakek dari pihak Ibu, 

yang mengetahui secara langsung kondisi kehidupan keluarga dan pelaksanaan 

kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Adapun informan pendukung adalah 

teman Ibu, memiliki pengetahuan dan pemahaman secara umum mengenai 

kondisi keluarga pasca perceraian. Dalam menetapkan informan menggunakan 

teknik Total Sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini 

peneliti mengambil sebanyak 4 orang informan. 
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E. Sumber Data 

   Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang 

digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data 

yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa: 

a. Data Primer 

    Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di 

lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak yang terlibat dengan 

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 

Ayah kandung sebagaimana tercantum dalam Putusan Hakim Nomor 

692/Pdt.G/2024/PA.Bkt, Ibu kandung sebagai perwakilan dari anak, kakek 

dari pihak Ibu dan teman Ibu. 

b. Data Sekunder 

    Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari 

literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Data Tersier  

    Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data 

primer dan sekunder yang ada. Termasuk ensiklopedia hukum, kamus 

hukum, dan sumber lain yang menyajikan penjelasan umum mengenai 

istilah atau konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian 

ini.
45
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F. Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di 

tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan 

sebagai tambahan informasi dalam penelitian. 

2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni 

melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan 

penelitian. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah semi-terstruktur. 

3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari 

buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang di teliti 

4. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, 

seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, dan catatan harian lainnya.
46

 

 

G. Teknik Analisis Data 

   Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah 

analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang 

akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan 

analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis 

lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

                                                 
46

 Nur Solikin, op.cit., h. 118. 
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a. Redukasi Data (Data Reduction) 

    Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

    Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan 

sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut.
47

 

c. Penarikan Kesimpulan 

    Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas.
48
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 

692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang nafkah anak pasca perceraian perspektif 

Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt terkait 

kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak kandung pasca 

perceraian tidak terlaksana secara optimal sebagaimana yang ditetapkan 

oleh pengadilan. Berdasarkan keterangan para informan, ayah tidak 

melaksanakan kewajiban nafkah secara rutin setiap bulan sesuai amar 

putusan, melainkan hanya memberikan bantuan pada waktu-waktu tertentu, 

seperti pada saat Hari Raya Idul Fitri atau ketika anak berada dalam kondisi 

tertentu. Bantuan yang bersifat insidental tersebut tidak dapat dikategorikan 

sebagai pelaksanaan kewajiban nafkah sebagaimana dimaksud dalam 

putusan hakim, karena tidak memenuhi unsur keteraturan dan 

kesinambungan dalam pemenuhan kebutuhan anak. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Putusan Hakim 

Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt terkait kewajiban ayah dalam memberikan 

nafkah kepada anak kandung pasca perceraian terdiri dari beberapa aspek. 

Faktor utama berasal dari kondisi ekonomi ayah yang tidak stabil, yang 

dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajiban nafkah secara rutin. 
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Selain itu, terdapat persepsi dari pihak ayah bahwa ibu yang memiliki 

pekerjaan tetap dianggap mampu menanggung kebutuhan anak, sehingga 

kewajiban nafkah seolah dapat dialihkan atau dibagi. Faktor lainnya adalah 

lemahnya mekanisme pengawasan dan tindak lanjut dari pihak pengadilan 

terhadap pelaksanaan putusan, yang menyebabkan putusan tersebut tidak 

memiliki daya paksa yang efektif. Di samping itu, rendahnya komitmen dan 

tanggung jawab personal ayah dalam memprioritaskan kebutuhan anak juga 

menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kewajiban nafkah. 

3. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak tetap menjadi 

tanggung jawab ayah meskipun telah terjadi perceraian dan meskipun hak 

asuh anak berada pada ibu. Kewajiban nafkah tidak gugur hanya karena 

alasan kesulitan ekonomi, selama ayah tidak berada dalam kondisi 

ketidakmampuan absolut yang dapat dibuktikan secara syar„i. Hukum Islam 

menegaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang bersumber dari 

hubungan nasab, bukan dari hubungan perkawinan. Oleh karena itu, 

pengabaian kewajiban nafkah anak tanpa alasan syar„i yang sah tidak hanya 

bertentangan dengan putusan pengadilan, tetapi juga bertentangan dengan 

prinsip tanggung jawab orang tua dalam ajaran Islam. Dengan demikian, 

tindakan ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana 

ditetapkan dalam putusan hakim tidak dapat dibenarkan menurut perspektif 

hukum Islam. 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menyarankan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Kepada ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah, diharapkan 

agar melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak kandung secara konsisten 

dan berkelanjutan sesuai dengan amar putusan hakim. Pemberian nafkah 

yang bersifat insidental atau hanya dilakukan pada momen tertentu belum 

dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kewajiban nafkah. Dalam 

perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak merupakan tanggung jawab 

yang melekat pada ayah berdasarkan hubungan nasab, sehingga 

pelaksanaannya tidak bergantung pada keberadaan ikatan perkawinan 

maupun pada kemampuan ekonomi pihak ibu. 

2. Kepada pihak Pengadilan Agama, penulis menyarankan agar dilakukan 

penguatan mekanisme pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan 

putusan yang berkaitan dengan nafkah anak. Pengadilan tidak hanya 

berperan dalam menetapkan kewajiban melalui putusan, tetapi juga perlu 

memastikan bahwa putusan tersebut memiliki daya laksana yang efektif. 

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemberian informasi yang jelas 

kepada pihak yang berkepentingan mengenai prosedur eksekusi, serta 

pendampingan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tidak 

dilaksanakannya putusan. 

3. Kepada ibu selaku pihak yang mewakili kepentingan anak, disarankan untuk 

tetap memanfaatkan jalur hukum yang tersedia apabila kewajiban nafkah 
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tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Meskipun dalam praktik terdapat 

kendala dalam penegakan putusan, penggunaan mekanisme hukum secara 

berkelanjutan penting untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan 

memberikan kepastian hukum atas kewajiban nafkah yang telah ditetapkan 

oleh pengadilan. 

4. kepada keluarga besar kedua belah pihak, diharapkan adanya peningkatan 

kesadaran bersama mengenai pentingnya pemenuhan nafkah anak pasca 

perceraian. Dukungan moral dan sosial dari lingkungan sekitar dapat 

mendorong pihak ayah untuk lebih bertanggung jawab serta membantu 

menjaga keberlangsungan pemenuhan kebutuhan anak. 
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LAMPIRAN TABEL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Judul : Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang  

menetapkan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak kandung pasca 

perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi perspektif Hukum Islam 

Informan :  

a. Informan utama :  

1. Fidellyus Antoni (Ayah kandung anak) 

2. Sri Friola Dewi (Ibu kandung anak sekaligus perwakilan anak) 

b. Informan kunci : Rumadi (Kakek anak dari pihak ibu) 

c. Informan pendukung : Aulia Fajrina (Teman ibu) 

 

A. Informan Utama (Ayah kandung anak) 

No Pertanyaan Wawancara Maksud / Tujuan 

Pertanyaan 

Indikator 

Jawaban yang 

Diharapkan 

1 Apakah Bapak mengetahui adanya 

Putusan Hakim Nomor 

692/Pdt.G/2024/PA.Bkt terkait 

kewajiban nafkah anak? 

Mengetahui tingkat 

pemahaman ayah 

terhadap putusan 

hakim 

Mengetahui isi 

putusan, besaran 

nafkah, dan 

kewajiban hukum 

2 Sejak putusan tersebut dijatuhkan, 

apakah Bapak melaksanakan 

kewajiban nafkah kepada anak? 

Menggali pelaksanaan 

nyata putusan hakim 

Ada/tidaknya 

pelaksanaan 

nafkah secara 

rutin 

3 Dalam bentuk apa nafkah tersebut 

diberikan kepada anak? 

Mengetahui bentuk dan 

mekanisme pemberian 

nafkah 

Nafkah rutin, 

tidak rutin, atau 

saat momen 

tertentu 

4 Apa alasan Bapak tidak 

melaksanakan kewajiban nafkah 

secara rutin? 

Mengidentifikasi 

faktor-faktor 

penghambat 

Faktor ekonomi, 

pemahaman 

hukum, sikap, 

atau faktor lain 

5 Bagaimana pandangan Bapak 

tentang pemberian uang saat Hari 

Raya Idul Fitri sebagai THR kepada 

anak? 

Menggali persepsi 

ayah tentang makna 

nafkah anak 

Menganggap 

THR sebagai 

pengganti nafkah 

atau sekadar 

bantuan 

6 Apakah menurut Bapak pemberian 

tersebut sudah memenuhi kewajiban 

nafkah anak? 

Menilai kesesuaian 

persepsi ayah dengan 

hukum 

Anggapan sudah 

cukup atau belum 
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7 Menurut Bapak, apa kewajiban ayah 

terhadap anak menurut ajaran Islam 

setelah perceraian? 

Menggali pemahaman 

ayah dari perspektif 

hukum Islam 

Mengetahui/tidak 

mengetahui 

kewajiban nafkah 

berkelanjutan 

 

B. Informan Utama (Ibu kandung anak sekaligus perwakilan anak)  

No Pertanyaan Wawancara Maksud / Tujuan 

Pertanyaan 

Indikator 

Jawaban yang 

Diharapkan 

1 Apakah Ibuk mengetahui isi Putusan 

Hakim Nomor 

692/Pdt.G/2024/PA.Bkt terkait 

nafkah anak? 

Mengetahui 

pemahaman wali anak 

terhadap putusan 

Mengetahui 

kewajiban nafkah 

ayah 

2 Apakah ayah anak melaksanakan 

kewajiban nafkah sebagaimana 

putusan hakim? 

Menggali pelaksanaan 

putusan dari pihak 

penerima nafkah 

Ada/tidak 

pelaksanaan 

sesuai putusan 

3 Bagaimana bentuk dan keteraturan 

nafkah yang diberikan ayah kepada 

anak? 

Menilai konsistensi 

dan keberlanjutan 

nafkah 

Rutin/tidak rutin 

4 Apakah pemberian uang saat Hari 

Raya Idul Fitri mencukupi kebutuhan 

anak? 

Menilai dampak 

pemberian insidental 

terhadap anak 

Mencukupi atau 

tidak mencukupi 

5 Bagaimana dampak tidak 

terpenuhinya nafkah anak terhadap 

kehidupan sehari-hari anak? 

Mengetahui akibat 

hukum dan sosial 

Kesulitan 

ekonomi, 

pendidikan, 

kesehatan 

6 Menurut Ibuk, apakah tindakan ayah 

sudah sesuai dengan putusan hakim 

dan hukum Islam? 

Menggali penilaian 

normatif wali anak 

Sesuai atau tidak 

sesuai 

 

C. Informan Kunci (Kakek anak dari ibu) 

No Pertanyaan Wawancara Maksud / Tujuan 

Pertanyaan 

Indikator 

Jawaban yang 

Diharapkan 

1 Apakah Bapak mengetahui adanya 

putusan hakim terkait nafkah anak? 

Mengetahui 

pemahaman keluarga 

besar 

Mengetahui atau 

tidak 
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2 Bagaimana pelaksanaan kewajiban 

nafkah oleh ayah menurut 

pengamatan Bapak? 

Menguatkan data 

pelaksanaan putusan 

Ada/tidaknya 

nafkah 

3 Apakah keluarga ikut membantu 

memenuhi kebutuhan anak? 

Mengetahui peran 

keluarga pengganti 

Bantuan finansial 

atau non-finansial 

4 Menurut Bapak, bagaimana 

kewajiban nafkah anak menurut 

hukum Islam? 

Menggali perspektif 

hukum Islam 

masyarakat 

Nafkah wajib dan 

berkelanjutan 

 

D. Informan Pendukung (Teman ibu) 

No Pertanyaan Wawancara Maksud / Tujuan 

Pertanyaan 

Indikator 

Jawaban yang 

Diharapkan 

1 Sejauh mana Ibuk mengetahui 

pelaksanaan nafkah anak oleh ayah 

pasca perceraian 

Mengetahui 

pengetahuan informan 

pendukung 

Mengetahui / 

tidak mengetahui 

2 Apakah Ibuk mengetahui bentuk 

bantuan yang diterima anak dalam 

kehidupan sehari-hari? 

Menggali kondisi 

faktual anak 

Bantuan keluarga 

/ pihak lain 

3 Bagaimana pandangan Ibuk terhadap 

keteraturan nafkah anak pasca 

perceraian? 

Menilai kepatuhan 

ayah 

Rutin / tidak rutin 

4 Menurut Ibuk, apakah pemberian 

nafkah pada saat momen tertentu 

sudah mencerminkan tanggung jawab 

ayah? 

Perspektif sosial Sesuai / tidak 

sesuai 
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LAMPIRAN DOKUMENTASI 

 

Laporan kepada Wali Kota Bukittinggi, bahwasanya sedang melakukan penelitian 

di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi. (Arahan dari Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik). Bukittinggi, 08 Januari 2026. 

 

 

Wawancara bersama Ibuk Sri Friola Dewi selaku ibu kandung dari anak-anak dan 

sebagai perwakilan anak. Bukittinggi, 10 Januari 2026. 
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Wawancara bersama Bapak Rumadi selaku kakek anak dari pihak ibu, 

Bukittinggi, 10 Januari 2026. 

 

Wawancara bersama Bapak Fidellyus Antoni selaku ayah kandung dari anak-

anak, Bukittinggi, 12 Januari 2026. 
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Wawancara bersama Ibuk Aulia Fajrina selaku teman ibu (sahabat), Bukittinggi, 

12 Januari 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 


